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ABSTRAK : - Bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di atur lebih 
lanjut dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dengan Pemerintahan Daerah, ketentuan pajak daerah dan 
retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan 
menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan 
pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 
- Dasar Hukum Peraturan daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); 

UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 02 
Tahun 1965;  UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan UU 09 Tahun 2015; UU No. 01 Tahun 2022; UU No. 
06 Tahun 2023; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 16 Tahun 2021;  PP No.34 
Tahun 2021; PP No. 04 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023;  
 

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada 
Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka 
pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di 
Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi 
dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan 
pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi 
yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam 
berusaha. Berusaha meningkatkan kemandirian Daerah tanpa 
menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan 
dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan 
Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut. 
Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, 
Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. sejalan dengan 
implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi 
yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang 
lebih luas..  

 
CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,   

04 Januari 2024 dan ditetapkan tanggal 29 Desember 2023; 
 

- Mencabut : Perda Kab. Ngawi No. 18 Tahun 2010; Perda Kab. Ngawi No. 19 
Tahun 2010; Perda Kab. Ngawi No. 9 Tahun 2011; Perda Kab. Ngawi No.24; 
Tahun 2011;  Nomor 25 Tahun 2011; Perda Kab. Ngawi No. 26 Tahun 2011; 
Perda Kab. Ngawi No. 27 Tahun 2011; Perda Kab. Ngawi No. 28 Tahun 2011 
Perda Kab. Ngawi No. 29 Tahun 2011; Perda Kab. Ngawi No. 30 Tahun 2011; 
Perda Kab. Ngawi No. 01 Tahun 2012; Perda Kab. Ngawi No. 2 Tahun 2010; 
Perda Kab. Ngawi No. 7 Tahun 2011; Perda Kab. Ngawi No. 31 Tahun 2011; 
Perda Kab. Ngawi No. 5 Tahun 2012; Perda Kab. Ngawi No. 5 Tahun 2011; 
Perda Kab. Ngawi No. 6 Tahun 2011; Perda Kab. Ngawi No. 8 Tahun 2011; 
Perda Kab. Ngawi No. 23 Tahun 2011; Perda Kab. Ngawi No. 2 Tahun 2012; 
Perda Kab. Ngawi No. 6 Tahun 2012; Perda Kab. Ngawi No. 7 Tahun 2012; 
Perda Kab. Ngawi No. 1 Tahun 2014; Perda Kab. Ngawi No. 4 Tahun 2015; 
Perda Kab. Ngawi No. 19 Tahun 2015; Perda Kab. Ngawi No. 6 Tahun 2015; 
Perda Kab. Ngawi No. 18 Tahun 2015; Perda Kab. Ngawi No. 1 Tahun 2016; 
Perda Kab. Ngawi No. 6 Tahun 2019; Perda Kab. Ngawi No. 7 Tahun 2019. 
 

- Penjelasan 13 hlm, Lampiran 11 hlm 



 


